PENGUMUMAN!PERATURAN PEMERINTAH

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 87/PMK.02/2015 TENTANG TATA CARA
PENGGUNAAN ANGGARAN BAGIAN ANGGARAN

BENDAHARA UMUM NEGARA PENGELOLAAN
BELANJA LAINNYA (BA 999.08)

(Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 70/PMK.02/2016, tanggal 26 April 2016)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 87/PMK.02/2015 telah diatur ketentuan
mengenai tata cara penggunaan anggaran Bagian
Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan
Belanja Lainnya (BA 999.08);

b. bahwa dalam rangka/menyempurnakan keten-
tuan mengenai tata cara penggunaan anggaran
Bendahara Umum Negara  untuk Bagian Ang-
garan Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08)
dan meningkatkan efektivitas serta akuntabili-
tas dalam pengajuan usul penggunaan- angga-
ran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara
untuk Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08),
perlu mengubah ketentuan mengenai tata cara
penggunaan anggaran Bendahara Umum Nega-
ra untuk Bagian Anggaran Pengelolaan Belanja
Lainnya (BA 999.08), yang sebelumnya diatur
dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/
PMK.02/2015;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaima-
na dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan ten-
tang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuan-
gan Nomor 87/PMK.02/2015 Tentang Tata Cara
Penggunaan Anggaran Bagian Anggaran Benda-
hara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya
(BA 999.08);

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010
tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Ang-
garan Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indo-
nesia Nomor 5178);

2. Peraturan Menteri 87/

Keuangan Nomor

PMK.02/2015 tentang Tata Cara Penggunaan

Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan

Belanja Lainnya (BA 999.08);
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PE-
RUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 87/PMK.02/2015 TENTANG TATA CARA
PENGGUNAAN ANGGARAN BAGIAN ANGGARAN
BENDAHARA UMUM NEGARA PENGELOLAAN BE-
LANJA LAINNYA (BA 999.08).

Pasal |
Beberapa keterttuan -dalam Peraturan Men-
teri Keuangan Nomor 87/PMK.02/2015 tentang Tata
Cara Penggunaan Anggaran Bagian Anggaran Benda-
hara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA
999.08), diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan angka 6 Pasal 1 diubah, sehingga
Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud
dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
yang selanjutnya disingkat APBN adalah ren-
cana keuangan tahunan pemerintahan negara
yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia.

2. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya
disebut BUN adalah pejabat yang diberi tugas
untuk melaksanakan fungsi bendahara umum
negara.

3. Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara
yang selanjutnya disebut BA BUN adalah
bagian anggaran yang tidak dikelompokkan
dalam bagian anggaran kementerian negara/
lembaga.

4. BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA
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999.08) vyang selanjutnya "disingkat BA
999.08 adalah subbagian anggaran BUN yang
menampung belanja pemerintah pusat untuk
keperluan belanja pegawai, belanja bantuan

sosial, belanja lain-lain, yang pagu anggaran-"

nya tidak dialokasikan dalam bagian anggaran
kementerian negara/lembaga.

5. Surat Penetapan Satuan Anggaran BA 999.08
yang selanjutnya disebut SP-SABA 999.08
adalah dokumen alokasi anggaran yang
ditetapkan untuk suatu kegiatan, yang dilaku-
kan pergeseran anggaran belanjanya dari BA
999.08 ke bagian anggaran Kementerian neg-
ara/lembaga.

6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara '

Umum Negara yang selanjutnya disebut DIPA
BUN adalah dokumen pelaksanaan anggaran
yang disusun oleh kuasa pengguna anggaran
BUN.

7. Surat Penetapan Pergeseran Anggaran Belan-
ja Antar Subbagian Anggaran Dalam Bagian
Anggaran Bendahara Umum Negara yang se-

lanjutnya disebut SPP BA BUN adalah doku-

men alokasi anggaran yang ditetapkan dalam ;
rangka pergeseran anggaran belanja antar |
subbagian anggaran dalam BA BUN untuk

suatu kegiatan.

8. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Ke-
menterian Negara/Lembaga yang selanjutnya
disebut APIP K/L adalah Inspektorat Jenderal/

Inspektorat Utama/ Inspektosat atau nama
lain yang secara fungsional melaksanakan
pengawasan intern yang bertanggung jawab
langsung kepada menteri/pimpinan lembaga.

Ketentuan ayat (2) Pasal 8 diubah, sehingga

Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 8

(1) Usulan penggunaan anggaran seb:agaimana -

dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal
6 harus terlebih dahulu disampaikan kepada
APIP K/L untuk direviu.

(2) Tata cara reviu oleh APIP K/L sebagalmana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai
ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan

- mengenai tata cara perencanaan, penelaahan,

dan penetapan alokasi bagian anggaran ben- |
dahara umum negara dan pengesahan daftar |

isian pelaksanaan anggaran bendahara umum
negara.
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3.

‘Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 9 diubah,

sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 9

(1) Usulan penggunaan anggaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6
harus dilampiri dengan:

a. kerangka acuan kerja;

b. rincian anggaran belanja;

c. reviu APIP K/L; dan

d. data dukung lainnya yang relevan dan
dapat dipertanggungjawabkan.

(2) Data dukung sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dan huruf b harus ditandatan-
gani oleh pejabat setingkat eselon | yang
bertanggung jawab terhadap keglatan yang
diusulkan.

(3) Dalam hal usulan penggunaan anggaran se-
bagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan
untuk kegiatan yang telah dilaksanakan, usu-
lan penggunaan anggaran harus dilampiri den-
gan hasil i/erifik'asi.dari Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan. '

Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) |

Pasal yakni Pasal 9A sehingga berbunyi sebagai

berikut: '
Pasal SA

{1) Menteri/pimpinan lembaga bertanggung jaw-
ab atas substansi usulan kegiatan, volume
kegiatan, dan satuan biaya yang digunakan
dalam usulan penggunaan anggaran.

(2) Ménteri/pimpinan lembaga bertanggung jaw- |
ab terhadap kebenaran dokumen yang dis- |
ampaik'an'dalam penggunaan anggaran se-
bagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) |
dan ayat (3). '

Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi se-
bagai berikut: '
Pasal 13 (

{1) Menteri/pimpinan lembaga bertanggung jaw-
ab secara formal dan materiil atas pelaksa-
naan kegiatan yang dananya bersumber dari
BA 999.08 yang telah dilakukan pergeseran
dari BA 999.08 ke bagian anggaran kement-
erian negara/lembaga terkait, melalui penerbi- |
tan SP-SABA 999.08.

(2) Kuasa pengguna anggaran BUN bertanggung
jawab secara formal dan materiil atas pelaksa- |
naan kegiatan- yang dananya bersumber dari
BA 999.08 yang anggarannya dialokasikan |
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melalui penerbitan DIPA BUN.

6. Menghapus Lampiran | Peraturan Menteri Keuan-
. gan Nomor 87/PMK.02/2015 tentang Tata Cara
, Penggunaan Anggaran Bagian Anggaran Benda-
hara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya

(BA 999.08). :

Pasal Il

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tang-
gal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerin-
tahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indo-
nesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 April 2016

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 27 April 2016
DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016 NOMOR 643

{BN)

PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP
IMPOR PRODUK POLYESTER STAPLE FIBER
DARI NEGARA INDIA, REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 ten-
tang Tindakan Anti Dumping, Tindakan Imbalan,
dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, terhadap
barang impor selain dikenakan Bea Masuk dapat
dikenakan Bea Masuk Anti Dumping jika harga
ekspor dari barang yang diimpor lebih rendah dari
nilai normalnya dan menyebabkan kerugian;

b. bahwa Menteri Keuangan sebelumnya telah

| menetapkan pengenaan Bea Masuk Anti Dump-

| ing atas impor produk Polyester Staple Fiber

sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/

PMK.011/2010 tentang Pengenaan Bea Masuk

Anti Dumping Terhadap Impor Polyester Staple

Busingss Nows 884271542016

DAN TAIWAN

(Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 73/PMK.010/2016, tanggal 27 April 2016)

Fiber dari Negara India, Republik Rakyat Tiong-
kok, dan Taiwan sebagaimana telah diubah me-
lalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/
PMK.011/2011, dan berlaku sampai dengan
tanggal 22 November 2015;

¢c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32, Pasal 33 &

ayat (1), Pasal 34, dan Pasal 35 ayat (1) Per-
aturan Pemerintah- Nomor 34 Tahun 2011 ten-
tang Tindakan Anti Dumping, Tindakan Imbalan,
dan Tindakan Pengamanan Perdagangan diatur
bahwa dalam hal Komite Anti Dumping Indonesia
menerima permohonan interim review dan sunset
review, Komite Anti Dumping Indonesia melaku-
kan penyelidikan interimm review dan sunset re-
view dimaksud, mengenai kemungkinan dump-
ing dan kerugian masih tetap berlanjut dan/atau
dumping dan kerugian akan berulang kembali, jika
pengenaan Bea Masuk Anti Dumping dihentikan;




